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EMAS

AGENDA PERSIDANGAN

Musrenbangnas 2024

Pembukaan, Pimpinan Desk menyampaikan:

1. Mekanisme pembahasan Musrenbangnas 2024

2. Rekapitulasi usulan yang Direkomendasikan, Belum Terbahas, Tidak
Terbahas, dan Tidak Direkomendasikan (Remedial)

09.00-09.10 Pimpinan Desk

09.10-12.00 Pembahasan 30 Usulan (300 Menit) Seluruh Peserta

12.00-13.00 ISHOMA

13.00-14.50 Lanjutan Pembahasan 30 Usulan Seluruh Peserta
14.50-14.55 Penyampaian isu krusial lainnya Bappeda Provinsi

14.55-15.00 Penutupan dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pimpinan Desk

MUSRENBANGNAS 2024 ’



POLA PEMBAHASAN PERSIDANGAN i APPENAS

MUSRENBANGNAS

Otomatis diakomodir
(selama memperoleh rekomendasi dari sektor
dan K/L)

Direkomendasikan

Dibahas Lebih
Lanjut

Usulan dengan ketiga status ini dapat
diakomodir/ditolak

20-30 Usulan

 Untuk DAK, status ditolak (dengan
catatan diinput pada fase pengusulan
DAK)

 Untuk KPBU dan PHLN, status ditolak
kecuali sudah masuk Lampiran SBPI

* Untuk SBSN, status ditolak kecuali
masuk ke dalam Daftar Prioritas Proyek
SBSN pada t-1

Tidak Terbahas

Remedial

A
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POLA UMUM KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS 2024 2

V@ Kementerian PPN/ %
@ - Bappenas M

Berikan Catatan
Pelengkap

APBN: ke dalam Lampiran SBPI)
D IAKO M O DI R ® Usulan yang direkomendasikan dalam Rakortekrenbang

® Rutin ~

® Memenuhi RC: FS, DED, AMDAL, ANDALALIN, RAB serta

dokumen pendukung lainnya) .
KPBU dan PHLN: Persya ratan hamplr Masuk ke RKP dan Renja K/L
terpenuhi apabila syarat sudah dipenuhi

Masuk RKP dan Renja K/L
(termasuk KPBU dan PHLN yang masuk

® Ada di dalam SBPI K/L

Dengan Catatan

Dokumen RC (FS, DED, AMDAL, dll) sudah
APBN: siap, namun belum disahkan.

* Ada di baseline K/L, namun Masuk ke RKP dan Renja K/L
tan bel -
f:rrszzzahfn elm semtianya Proposal Based apabila lokasi sudah disepakati

* Proposal-based : Programnya sudah
ada namun belum ada lokasi.

Merupakan Diinput pada fase
Kewenangan Daerah pengusulan DAK

USULAN
DALAM

Harus Ada

KRISNA

Disesuaikan dengan arah kebijakan,
menu, dan lokasi prioritas DAK Tahun
2025.

Catatan
SELARAS APBN:

Jika belum ada kepastian kebijakan
terkait RO dalam dokumen rencana

terbaru K 2 Diberi catatan agar Pemda

) : elayakan Masih g
ﬁ%a:al;gmi(an terbaru, contoh: Y mempersiapkan dokumen yang
Persyaratan banyak yang belum Jauh dibutuhkan untuk tahun selanjutnya

terpenuhi (readiness criteria belum OK)

Tidak harus

Diarahkan ke
pembiayaan lainnya
® Murni kewenangan daerah.

* Kegiatan bersifa%c bisnis. (APBD, d”)

* Untuk KPBU dan PHLN yang tidak masuk ke dalam Lampiran SBPI
* Untuk SBSN yang tidak masuk ke dalam Daftar Prioritas Proyek SBSN pada t-1 © Direktorat Regional Il | 2024

ada catatan
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Summary Usulan Provinsi Sulawesi Selatan

Direkomendasikan dan diindikasikan
masuk RKP K/L TA 2025 (apabila
memenuhi syarat)

Dibahas dan disepakati
30 Usulan pada pada Desk

Rakortekrenbang, —_
6 Usulan Tidak
Direkomendasikan

dan 6 Usulan . Tidak
’ Direkomendasikan
Remedial
6 Usulan
Remedial

MUSRENBANGNAS 2024

10
Usulan

14 Usulan

Belum Siap

Bukan Prioritas dan/atau
Bukan Kewenangan Pusat

Sudah ada pembiayaan
lainnya

6 Usulan

rr%)%

Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
Lanjutan Pembangunan Jalur KA. Makassar-Parepare
Penyediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pengembangan Jaringan Irigasi

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kab.
Pangkep, Kab. Luwu Utara, Kab. Bone & Kab. Luwu
Gelar Pangan Murah

. Perluasan Tebu

0. Festival Geopark Maros Pangkep

el NS IS =

1.Peningkatan Kualitas Produk Perikanan melalui Pengadaan Sarana
dan Prasarana Laboratorium

2.Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

3.Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui
pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang
bernuansa Hak Asasi Manusia

4.Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

6.TPA REGIONAL MAMMINASATA & TPA Kab. Luwu

1. Pengendalian banjir Sungai Saddang di Kab. Tana Toraja -
Toraja Utara

Pembangunan Jalan Bypass Maminasata

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong
Praja dan Satlimnas dalam mendukung pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat

4. Pengembangan & Rehabilitasi Daerah irigasi Kalaena Kab. Luwu
Timur

Pengembangan kampung nelayan modern

6. Kawasan Cabe

CORnS

o




Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Usulan Musrenbangnas 2024
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BAPPENA!

Kementerian Perencanasn Pembangunan Naskonsl/
idan Perencanaan Pembangunan Masicnal

Seluruh usulan yang sudah dibahas akan dilakukan kompilasi dan identifikasi berdasarkan 2 (dua)
kategori, yaitu:

a) Usulan Yang Diakomodir/Diterima

b) Usulan Yang Ditolak
Ketersediaan pagu anggaran akan disesuaikan dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI)
Peta Geotagging akan menjadi bahan masukan penyusunan RKP 2025
Akan dilakukan pendalaman teknis usulan dalam forum bilateral dan trilateral meeting atau dalam
forum perencanaan dan penganggaran lainnya (Renja K/L);
Menjadi pertimbangan rumusan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); dan
Menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
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